
 

 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia ketenagakerjaan telah membuat keadaan 

semakin memanas dengan adanya berbagai permasalahan mengenai tenaga 

kerja Indonesia, mulai dari persoalan banyak nya tenaga kerja asing yang 

masuk dengan mudah ke Indonesia, dan persoalan tenaga kerja penyandang 

disabilitas yang dalam praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Di era perkembangan saat ini, berbagai 

kondisi telah banyak yang berubah, mulai dari intervensi pemerintah yang 

sangat dalam di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan, sehingga semua 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sedemikian luasnya. 

Bukan hanya tentang aspek hukum yang berhubungan dengan tenaga kerja 

saja, melainkan sebelum dan sesudah hubungan kerja konsep inilah yang 

tetap jelas diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan.1 

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban 

yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga 

negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan 

perlakuan khusus, hal ini sebagai upaya perlindungan dari kerentanan 

                                                           
1 Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hlm.8. 



 
 

 

terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari 

berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut 

dipandang sebagai maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia.2 

Penyandang disabilitas memerlukan perhatian dari pemerintah, 

khusus nya dalam bidang ketenagakerjaan. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2010 pada 24 provinsi di indonesia, terdapat 1.235.320 

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang 

penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh 

tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 

(lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) orang penyandang 

disabilitas perempuan.3  

Negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan landasan hukum 

secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam 

hal ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas memberikan 

perlindungan mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan 

pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tentang Penyandang 

Disabilitas.4 

                                                           
2 Madja El Muhtaj, Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 273. 
3 Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Pedoman Penempatan Tenaga Kerja 

Penyandang Cacat Lanjut Usia Dan Wanita, Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia, Jakarta, 2011. Hlm.1. 
4 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 



 
 

 

Upaya perlindungan terhadap pekerja yang dapat menjangkau 

seluruh pekerja baik pekerja dewasa maupun anak, terlebih mengenai 

pekerja disabilitas yang banyak menjadi sorotan dan diskriminasi. Hal ini 

harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena hal 

ini bisa menimbulkan dampak-dampak negatif. Permasalahan pekerja 

penyandang disabilitas bukan persoalan boleh atau tidaknya untuk bekerja, 

melainkan tentang permasalahan lemah nya posisi penyandang disabilitas 

dalam pekerjaan. Seperti hal nya penyandang disabilitas kurang diawasi dan 

dilindungi oleh Undang-Undang itu sendiri dimana pekerja penyandang 

disabilitas mempunyai hak yang sama dengan pekerja lainnya untuk 

memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta 

perlakuan yang sama dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan 

nilai-nilai agama berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5 

Dengan kondisi pekerja penyandang disabilitas yang banyak 

mengalami kesulitas dan tekanan batin ketika sebagian orang berpikir dan 

berpandangan bahwa para penyandang disabilitas adalah seorang yang tidak 

sehat secara fisik maupun mental. Simon Field, sebagai Manajer Program 

Better Work Indonesia dalam wawancaranya dengan portal berita online 

Republika mengatakan: “Orang-orang dengan disabilitas seringkali 

                                                           
5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 
 

 

mengalami diskriminasi di tempat kerja, adapun sejumlah perusahan 

memperkerjakan orang-orang disabilitas hanya karena kondisi mereka”.6 

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan 

hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja yang dicantumkan 

dalam ketentuan pasal 67 bahwa “pengusaha yang memperkerjakan tenaga 

kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan 

jenis dan derajat kecaacatannya”. Perlindungan yang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat 

kerja, dan alat perlindungan diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat 

kecacatannya.7 

Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja penyandang 

disabilitas dapat dilakukan dengan cara memberikan tuntutan, maupun 

dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 

perlindungan fisik, sosial, juga ekonomi di lingkungan kerja, dan terakhir 

memperoleh obat bermutu serta alat bantu berdasarkan kebutuhan nya 

sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. 

Tingginya tingkat kecelakaan kerja dan rendahnya derajat kesehatan 

dan lemah nya keselamatan pekerja di Indonesia disebakan oleh beberapa 

                                                           
6Republika,https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehhtg-indonesia-

dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja, Tgl 15 November 2019 Pukul 20:00.  

7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehhtg-indonesia-dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehhtg-indonesia-dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja


 
 

 

hal, seperti minimnya kesadaran pihak perusahaan untuk menerapkan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik bagi penyandang disabilitas maupun 

non disabilitas yang selanjutnya disingkat menjadi K3 dalam lingkungan 

kerja, tidak adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan yang 

melanggar K3 dalam lingkungan kerja, alat-alat yang digunakan sudah tidak 

lagi aman dan tidak memenuhi standar K3 nasional, dan yang terakhir 

kelalaian pengawasan internal perusahaan. 

Upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak 

seorang pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja mulai dilakukan 

pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu dasar hukum yang terdapat di 

dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa siapapun warga negara berhak 

untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. 

Hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 diantaranya:8  

1. Hak memperoleh perlakuan yang sama (Pasal 6) 

2. Hak pengakuan kompetensi (Pasal 18) 

3. Hak memilih penempatan kerja (Pasal 31) 

4. Hak istirahat dan cuti bekerja (Pasal 79) 

5. Hak beribadah (Pasal 80)  

                                                           
8 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 
 

 

6. Hak perlindungan (Pasal 86) 

7. Hak mendapatkan upah (Pasal 88) 

8. Hak kesejahteraan (Pasal 99) 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adapun kewajiban 

perusahaan yaitu sebagai berikut:9 

a. Kewajiban melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77). 

b. Kewajiban memberikan istirahat atau cuti (Pasal 79). 

c. Kewajiban menyediakan fasilitas dan menerapkan sistem keselamatan 

dan kesehatan kerja (Pasal 87). 

d. Kewajiban membayar upah kepada pekerja untuk penghidupan yang 

layak (Pasal 88). 

e. Kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan, memberikan, naskah 

peraturan perusahan atau perubahannya terhadap pekerja. (pasal 114). 

Dalam hal ini contoh nya, yaitu perusahaan industri konveksi CV JN 

Mustika. Banyak ditemukan sejumlah pekerja penyandang disabilitas yang 

bekerja pada sektor industri. Pekerja penyandang disabilitas pada 

perusahaan ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, 2 (dua) orang 

penyandang disabilitas laki-laki, dan 20 (dua puluh) orang penyandang 

disabilitas perempuan, dan total pekerja berjumlah 435 (empat ratus tiga 

puluh lima) orang. Jenis produksi perusahaan ini yaitu bidang industri 

konveksi jasa pembuatan pakaian garment. Jam kerja dalam perusahaan ini 

                                                           
9 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 
 

 

mulai dari pukul 07.00 s/d 17.00 dan jam istirahat pada pukul 12.00 s/d 

13.00. Ketentuan waktu kerja ini berlaku bagi seluruh pekerja baik pekerja 

penyandang disabilitas maupun non disabilitas.10 

Perusahaan industri ini tidak membuat persyartan khusus bagi siapa 

pun yang ingin bekerja disini, karena perusahaan ini menerima siapapun 

tanpa memandang strata pendidikan, gender, usia, dan kondisi. Sehingga 

pada akhirnya tidak ada pemisahaan kerja baik antara pekerja penyandang 

disabilitas maupun pekerja non disabilitas, karena semuanya disamakan 

porsinya. Berdasarkan data peraturan perusahaan, pekerja penyandang 

disabilitas mendapatkan fasilitas khusus namun menurut hasil wawancara, 

pihak perusahaan tidak memberikan fasilitas atau perlindungan khusus 

terhadap para pekerja penyandang disabilitas. Pengupahan diperusahaaan 

ini dilakukan setiap bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000. 

Menurut pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan 

ini, memang benar bahwasannya perusahaan ini tidak pernah memberikan 

persyaratan khusus bagi siapapun yang ingin bekerja pada industri ini. 

Semuanya hanya bermodalkan niat dan tekun untuk bekerja. Namun sangat 

disayangkan, perusahaan ini tidak memberikan jaminan dan perlindungan 

khusus baik keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja penyandang 

disabilitas.11 

                                                           
10 Wawancara bersama HRD perusahaan tgl 10/10/2019 pukul 08.00 di kantor HRD perusahaan. 
11 Wawancara bersama pekerja penyandang disabilitas tuna rungu tgl 10/10/2019 pukul 10.00 di 

homestay milik perusahaan. 



 
 

 

Berangkat dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum untuk meninjau dan meneliti berbagai 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sekiranya berkaitan erat 

dengan perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, dan tentang 

bagaiamana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang 

disabilitas tersebut.  Penyandang disabilitas dalam penjelasan Pasal 1 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

terdiri dari orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan sensorik.12 Penelitian hukum ini berfokus pada penyandang disabilitas 

fisik. Untuk itu penulis tertarik mengungkapkan dalam bentuk penelitian 

yang berjudul: 

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA 

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG 

NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang diuraikan 

sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
12 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 



 
 

 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang 

disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi mengenai pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menangani kendala 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja 

penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja 

penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja  

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mengenai pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam 

keselamtan dan kesehatan tenaga kerja. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja 

penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.13 

D. Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan, baik secara teorotis maupun praktis. 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Hlm. 

88. 



 
 

 

1. Kegunaan teoritis  

a. Penulisan hukum ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran bagi 

ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan. 

b. Sebagai hazanah keilmuan materi perkuliahan khususnya mengenai 

hukum ketenagakerjaan. 

2. Kegunaan praktis 

a. Diharapkan dapat memeberikan gambaran bagi masyarakat terkait 

perlindungan hukum tenaga kerja. 

b. Sebagai bahan masukan untuk pengusaha, pemerintah, dan instansi 

lainnya yang terkait dalam memberikan perlindungan kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja. 

E. Kerangka Pemikiran  

Sesuai dengan landasan atau dasar Pancasila yang kelima, yaitu 

“keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung asas 

keadilan dimana hukum merupakan cerminan dari keadilam itu sendiri 

secara professional, berlaku bagi setiap warga negara tanpa adanya satu pun 

yang terkecuali.14 

Dilanjutkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah 

satu landasan hukum bagi perlindungan ketenagakerjaan seperti pasal 28D 

ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang berhak atas pengakuan 

                                                           
14 Muryaningrat, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,  https://www.hukumonline.com/  tgl 18 

Mei 2019 Pukul 20.36. 

https://www.hukumonline.com/


 
 

 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di mata hukum”.15 

Hal ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan atau menciptakan 

dan melindungi segenap warga bangsa Indonesia diperlukan pengkajian 

lebih dalam lagi. Sesungguhnya terkait diskriminasi dan sikap yang semena-

mena terhadap para pekerja penyandang disabilitas ini sangat tidak sesuai 

dengan tujuan keadilan itu sendiri. Keadilan mempunyai tujuan untuk 

melindungi seluruh bangsa Indonesia yang tertera dalam Pancasila, 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan beberapa teori lainnya. 

Menurut Salmond dalam teori perlindungan hukum bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan yang ada 

pada masyarakat. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum 

dan segala ketentuan hukum yang diberikan masyarakat pada dasarnya 

merupakan sebuah kesepakatan untuk mengatur hubungan prilaku antara 

orang yang satu dengan orang yang lainnya atau antar dengan perorangan  

dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan rakyat.16 

Menurut Soepomo perlindungan tenaga kerja merupakan bagian 

dari perlindungan sosial dimana perlindungan tenaga kerja terbentuk dalam 

bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, serta perlindungan 

                                                           
15 Undang-Undang Dasar 1945. 
16 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53. 



 
 

 

hak untuk berorganisasi, dan juga perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja.17 

Menurut Wright disabilitas merupakan sebuah kondisi yang tidak 

lengkap, baik secara fisik maupun mental. Jenis- jenis kelainan disabilitas 

fisik terdiri dari beberapa macam. Diantaranya:18 

1. Kelainan tubuh (tuna daksa), yaitu seseorang yang memiliki 

gangguan gerak yang disebabkan oleh struktur tulang yang 

bersifat bawaan, atau akibat kecelakaan (kehilangan organ 

tubuh), polio dan lumpuh. 

2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra), yaitu seseorang yang 

memiliki gangguan atau sebuah hambatan dalam penglihatan. 

Tunanetra terbagi dua golongan: blind (buta total) dan low 

vision. 

3. Kelainan pendengaran (tuna rungu), yaitu seseorang yang 

memiliki gangguan atau hambatan dalam pendengaran baik 

permanen atau non permanen. 

4. Kelainan bicara (tuna wicara), yaitu seseorang yang memiliki 

gangguan atau hambatan dalam mengungkapkan pikiran dan 

perasaan melalui Bahasa verbal, sehingga sulit sekali untuk 

dimengerti oleh orang lain. Hal ini biasanya disebabkan oleh 

                                                           
17 Soepomo dalam Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya. Bandung. 

2003, Hlm. 61. 
18 Nur Kholis Refani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Imperium, Jogjakarta, 2013. Hlm. 17. 



 
 

 

ketidaksempurnaan dan adanya gangguan pada motorik yang 

berkaitan dengan bicara. 

Pancasila merupakan ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia 

yang menunjukan ide-ide fundamental mengenai seluruh manusia dan 

seluruh realita yang bersumber pada setiap watak serta kebudayaan bangsa 

Indonesia. Sila kedua yang berbunyi “kemanusian yang adil dan beradab” 

merupakan inti dan dasar ideologi nasional Pancasila yang sangat dijiwai 

dan dilandasai oleh sila-sila lainnya. Didalam sila kedua ini ditemukan dasar 

dari pada hak-hak asasi manusia yang dalam pandangan hidup bangsa 

Indonesia.19 

Menurut Aristoteles rasa kebebasan dan kesamaan hak tidak 

mungkin dapat diberlakukan bagi setiap orang, yang miskin yang harus 

bekerja lebih keras untuk memperoleh nafkah untuk mereka. Sesungguhnya 

mereka sama dengan budak-budak yang tidak dimiliki kebebasan. 

Kebebasan dan kesamaan hak hanya mungkin berlaku dikalangan terbatas, 

yaitu dikalangan orang-orang yang tidak perlu bekerja untuk memperoleh 

nafkah mereka sehari-hari.20  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan sebagai berikut:21 

                                                           
19 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan Ke-13, Djambatan, Jakarta, 2003. Hlm. 

69. 
20 Gunardo Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Buruh, Universitas Atmajaya, 

Jogjakarta, 2006. Hlm. 80. 
21 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 



 
 

 

“setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 

pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, 

dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlaq mulia, Bahagia, 

dan sejahtera sesuai hak asasi manusia”. 

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak hidup untuk 

berlangsung hidup. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari bangsa 

ini, sama-sama memiliki jiwa dan akhlak mulia serta berkemauan keras 

untuk meneruskan hidup dengan bekerja walaupun dengan segala 

kekurangan nya. Agar perlindungan penyandang disabilitas dapat dilakukan 

secara baik, teratur, tertib dan jelas bertanggung jawab maka diperlukan 

peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan Indonesia yang 

dijiwai oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

diantaranya:22 Hak hidup, Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, Hak 

mempunyai privasi, Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, 

Hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan, Hak mendapatkan kesehatan, 

Hak politik, Hak beragama, Hak keolahragaan, Hak kebudayaan dan Hak 

pariwisata, Hak mendapatkan kesejahteraan sosial, Hak aksesbilitas dan 

Hak pelayanan publik, Hak perlindungan bencana, Hak habilitas dan 

                                                           
22 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 



 
 

 

rehabilitas, Hak konsesi dan pendataan, Hak hidup secara mandiri dan 

dilibatkan masyarakaat, Hak berekspetasi, komunikasi dan memperoleh 

informasi, Hak berpindah tempat kewarganegaraan, Hak bebas dari 

tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang sudah menjamin 

penghidupan yang layak bagi manusia. Jaminan hak atas pekerjaan dapat 

diartikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan 

untuk bekerja guna memperoleh nafkah sesuai dengan kebutuhan nya.23 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem jaminan 

sosial nasional adalah sistem penyelengaraan program negara dan 

pemerintah untuk memberikan perlindungan secara sosial, agar setiap 

penduduknya dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar hidup yang layak. 

Menuju terwujudnya, maka jaminan sosial diperlukan apabila hal-hal yang 

tidak dikehendaki dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, cacat, 

kehilangan pekerjaan, dan lain-lainnya. 

F. Langkah- Langkah Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, 

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, 

                                                           
23 Undang-Undang Dasar 1945. 



 
 

 

yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang 

disabiltas dalam kesalamatan dan kesehatan kerja di lapangan. 

Penelitian ini juga menggunakan metode yang bersifat yuridis 

normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

merupakan bagian dari data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan 

perundang-undangan yang berkaitan. Hal ini mempunyai tujuan agar 

mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dan menemukan 

kenyataan nya.24  

2. Sumber Data dan Jenis Data 

Menurut Soejono Soekanto bahwa dilihat dari unsur pemikatnya 

sumber data penelitian ini digolongkan menjadi tiga bagian: 

a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang mengikat 

dan terikat yaitu terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenaagakerjaan. 

3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. 

4) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

                                                           
24 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, UI-Press, Jakarta, 2005. Hlm. 60. 



 
 

 

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial. 

b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh bahan informasi tentang 

hukum yang berlaku dimana bahan hukum sekunder ini merupakan 

hasil kegiatan teoritis akademis.25 Bahan sekunder ini berkaitan erat 

dengan bahan hukum primer. Antara lain buku-buku, jurnal hukum 

yang pastinya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang 

diperoleh langsung dari lapangan. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk dan informasi tentang bagaimana penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti : kamus 

hukum, situs internet, dan lain-lainnya 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas 

pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan 

menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

 

                                                           
25 Soentandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya), ESAM 

dan HUMA, Jakarta, 2002. Hlm. 155. 



 
 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini 

adalah dengan melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi 

dokumen atau bahan pustaka yaitu sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji 

buku-buku serta undang-undang yang berkaitan dengan yang diteliti 

guna untuk memperoleh teoritis. 

b. Studi lapangan, yaitu sebagai bahan pelengkap. Diantaranya: 

1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. 

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan 

sumber data. 

c. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu menelaah terhadap buku-

buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan 

hukum sekunder maupun bahan hukum primer, penulis melakukan analisis 

secara komprehensip dan tidak menggunakan rumus-rumusan angka.26 

                                                           
26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-2, Balai 

Pustaka, Jakarta, 1989. 



 
 

 

Melalui metode ini akan digambarkan secara mendalam terkait tentang 

ketenagakerjaan dengan tema penyandang disabilitas.  

Kesimpulan dari penelitian ini ialah menggunakan analisis norma 

kualitatif. Secara normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang merupakan sumber dan bagian dari titik tolak penelitian ini. 

Sedangkan secara kualitatif, yaitu informasi-informasi yang didapat melalui 

wawancara yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang 

berhubungan langsung dengan permasalahan terkait pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam kesehatan 

dan keselamatan kerja, dalam hal inilah terjadi pelanggaran yang semuanya 

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan 

a. Industri Konveksi Garmen CV JN Mustika di Kp. Kapuknahun Ds. 

Darmaga Kec. Cisalak Kab. Subang - Jawa Barat. 

b. Perpustakaan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam 

Negri Sunan Gunung Djati Bandung 

c. Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandun

 


